DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 01 / DPRD
TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN

HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERAJURAN BUPATI CIANJUR

Menimbang

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan
Rancangan Peraturan * Bupati Cianjur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010, telah ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.130-
Keu/2010 tanggal 14 Januari 2010 ;

. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat

sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur ;



Mengingat

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan
Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010.

Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalaom Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana
telah diubah dengan _Undang-undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang -Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2851) ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-undang Nomor,-' 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004, Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara R.l. Nomor 4389) ;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara R.. Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara R.., . Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;




10.

1.

12

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maijelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilon  Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 4721) ;

L ]
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592) ; v,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738) ; .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ; :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
903/Kep.130-Keu/2010 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati
Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, tanggal
14 Januari 2010.

Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur,
tanggal 20 Januari 2010. -

MEMUTUSKAN

Menyempurnakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ini dijadikan dasar penetapan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2010 dan selanjutnya disampaikan
kRepada Gubernur Jawa Barat.

Hasil pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Reputusan ini.




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 20 Januari 2010

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR/

-

H SURAHMAN, M.Si K. H. CHUMAEDI| DIMYAT]I, $.H.




